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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di 

Bandara Internasional Minangkabau, yaitu:  

a. Melakukan kegiatan dan program yang berfokus pada keselamatan, 

keamanan, dan kenyamanan penerbangan.  

b. Melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, 

termasuk operator dan pengguna jasa transportasi. 

c. Melakukan penandatanganan Letter of Operational Coordination 

Agreement (LOCA) dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(Basarnas) dan enam Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah 

kerjanya. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di 

Bandara Internasional Minangkabau, yaitu:  

a. Pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II 

Cabang Bandara Internasional Minangkabau. 

b. Koordinasi dengan badan-badan terkait. 
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3. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk 

menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau, 

yaitu: 

a. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional. 

b. Melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia 

untuk menghadapi situasi darurat. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus merumuskan 

program latihan kesiapsiagaan keadaan darurat kecelakaan pesawat udara 

2. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus memastikan 

keselamatan dan keamanan penerbangan dengan melakukan pengawasan 

yang lebih intensif, terutama menjelang libur panjang dan hari-hari besar 

Nasional. 

3. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus memantau dan 

mengawasi dokumen pengangkutan udara, seperti tiket penumpang, tiket 

bagasi, dan surat muatan udara, untuk menjamin hak dan kewajiban para 

pihak dalam pengangkutan udara niaga. 
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